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Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyal ahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk
penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut
terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa
pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk
memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan
gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (1PO) di Pasar Modal
Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode
penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki
cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada
Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang
dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal
lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan 1PO.
Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki
fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik.
Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka
hukum baru yang |ebih tegas dengan cakupan yang Iebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta
pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih
memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

...... Thisthesisis motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification,
involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it
was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as aform of
disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification
prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention effortsin Initial Public
Offering (1PO) activitiesin the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This
research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this
research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined
and have a broad scope. In contrast, Indonesia’s gratification regulations are still limited to Public Officials
and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency
and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification
practices in the Capital Market Sector, including PO activities. Furthermore, regarding gratification
prevention efforts, the United States |everages more advanced technology features with integrated systems
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that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial
Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework,
along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. Thisaimsto
provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market.



